DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Manan. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta: Prenada Media.

Abdurrahman. (2015). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika
Pressindo.

Ahmad Azhar Basyir. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
Ahmad Rofiq, (2015) Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta:
Kencana.

Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. (2022). Hukum Perkawinan dan Keluarga.
Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Firman Floranta Adonara. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus
Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.

Jamaluddin, Faisal & Sela Azkia. (2024). Hukum Perkawinan (Pendekatan
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Yogyakarta:
Deepublish Digital.

M. Yahya Harahap. (2009). Kedudukan,Kewenangan,Dan Acara Peradilan Agama.
Jakarta: Sinar Grafik.

Mahkamah Agung RI. (2019). Himpunan Rumusan Hukum Kamar Agama. Jakarta:
Balitbangdiklat Kumdil MA RI.

Margono.(2021). Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam
Putusan Hakim. Jakarta Timur: Sinar Grafik.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University
Press.

Satjipto Raharjo. (2000) Z/mu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Soerjano Soekanto. (2006). Pengantar penelitian [lmiah. Jakarta: Universitas
Indonesia.

Soimin Soedharyo. (2002). Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. (2022). Aspek Hukum
Perkawinan di Indonesia. Medan: Umsu Press.

Tinuk Dwi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan. Malang: UMM Press.

Winarmo Surakhmad. (2010). Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah. Bandung:
Tarsito.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



Sumber Lainnya:

Demak, Rizky Perdana Kiay. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut
Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Lex Privatum. 6(6). 122-129. Diakses
Tanggal 20 Februari 2026.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508

Waluyo, Bing. . (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. 2(1). 193-199. Diakses Tanggal 20
Februari 2026. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2il.135

Husain, Syarifah Maryam Putri., Saharuddin, Saharuddin., Putra, Moh Alfatih Alti.,
Ilyas, Putri Rezky Ananda., Ferry, Ferry., & Alya Salsabila. (2025).
Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri
Poliandri dalam Hukum Perkawinan. Jurnal Litigasi Amsir, 13 (1), 17-28.
Diakses Tanggal 30 mater 2026.
https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/404



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508
https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135

